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	Rangkuman Materi

	1
	Kepala desa (kades) merupakan pemimpin pemerintahan desa. Status kades bukan PNS. Ia dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pilkades. Kades diberi tanah kas desa atau disebut tanah bengkok. 

Kades bertugas memimpin desa, membangun desa, memberdayakan masyarakat desa, memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat desa. 

Perangkat desa terdiri dari atas sekretaris desa dan kepala-kepala urusan (kaur).

Sekretaris desa bertugas mengurus administrasi desa, surat-menyurat, dan membuat laporan.

Sekretaris desa dapat mewakili Kades apabila berhalangan menjalankan tugas.

Kepala-kepala urusan mengatur urusan pemerintahan desa dibidangnya masing-masing. 

Kades bertanggungjawab terhadap bupati melalui camat

Pemerintahan desa dijalankan oleh Kades dan perangkat-perangkat desa. Pelaksanaan pemerintahan desa diawasi oleh Lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dasar hukum pembentukan BPD adalah UU No. 32 tahun 2004. 

Tugas BPD adalah menetapkan peraturan desa bersama Kades, menampung dan menyalurkan aspirasi warga desa, mengatur anggaran pendapatan dan belanja desa, dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.
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Melengkapi Struktur pemerintahan desa

Perbedaan antara pemerintahan desa dan kelurahan
Pemerintahan Desa

Pemerintahan Kelurahan

Dipimpin oleh kepala desa

Dipimpin oleh lurah

Kepala desa dipilih oleh warga desa

Lurah diangkat dan dilantik oleh bupati/walikota atas usulan camat

Kepala Desa bukan PNS

Lurah berstatus PNS
Kepala Desa dibantu oleh sekretaris dan perangkat desa

Lurah dibantu oleh sekretaris kelurahan
Di desa terdapat BPD

Di kelurahan terdapat Dewan Kelurahan
Masa jabatan kepala desa 5 tahun dan dapat dipilh kembali untuk satu periode
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Masa jabatan lurah tidak dibatasi dan disesuaikan dengan aturan pensiun PNS
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PERSATUAN INDONESIA

KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAK~-
SANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/ PERWAKILAN

KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA




Melengkapi Struktur pemerintahan kecamatan
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Menentukan lembaga pemerintahan yang ada di desa/ di kecamatan
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	Menentukan lembaga pemerintahan kabupaten/kota
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Menentukan lembaga pemerintahan provinsi
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	5 dan 6
	Tugas lembaga-lembaga pemerintahan provinsi dan kabupaten / kota

Berdasarkan pasal 18 UUD 1945, “ Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah kabupaten dan kota”.

Berdasarkan tingkatannya, pemerintahan daerah di Indonesia adalah sebagai berikut :

a. Pemerintah daerah tingkat provinsi dipimpin oleh gubernur

b. Pemerintah daerah tingkat kabupaten dipimpin oleh bupati, sedangkan pemerintah daerah tingkat kota dipimpin oleh walikota

c. Pemerintah daerah tingkat kecamatan dipimpin oleh camat

d. Pemerintah daerah tingkat desa dipimpin oleh kepala desa, sedangkan pemerintah daerah tingkat kelurahan dipimpin oleh lurah

Tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota merupakan pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan.
Gubernur dan wakil gubernur dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pemilihan kepala daerah (pilkada) setiap 5 tahun sekali

Tugas dan wewenang gubernur adalah :

· Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota

· Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota

· Mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas perbantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pemilihan kepala daerah (pilkada) setiap 
5 tahun sekali.
Tugas Bupati/walikota adalah : 

· Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD

· Mengajukan rancangan Peraturan Daerah (Perda)

· Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD

· Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama

· Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah

Tugas Wakil Bupati/Wakil Walikota adalah :

· Membantu bupati/walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah

· Membantu bupati/walikota dalam mengoordinasikan kegiatan instansi secara vertikal di daerah

· Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/desa

· Memberikan saran dan pertimbangan kepada bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

· Bertanggungjawab kepada bupati/walikota

Tugas DPRD adalah :

· Mengawasi jalannya pemerintahan daerah

· Bersama-sama dengan bupati/walikota membuat Perda 

· Membahas serta menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
Lembaga Sekretariat

a. Sekretariat daerah.

Dipimpin oleh sekretaris daerah. Sekretaris daerah bertugas membantu kepala daerah menyusun kebijakan dan mengkoordinasi dinas 
daerah 
dan lembaga teknis daerah
b. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD dengan tugas yaitu 

· menyelenggarakan tugas kesekretariatan DPRD

· menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD

· mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

· menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD dalam melaksanakan tugasnya.

Dinas Daerah

Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dan berhentikan bupati/walikota yang memnuhi syarat atas usul sekretaria daerah.

Contoh dinas daerah :

· Dinas Pendidikan (Disdik)

· Dinas Pertanian (Distan)

· Dinas Peternakan (Disnak)

· Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag)

· Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)

· Dinas kesehatan (Dinkes)

Lembaga Teknis Daerah

Lembaga taknis daerah berperan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat khusus. Lembaga taknis daerah berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah. Lembaga-lembaga tersebut dipimpin oleh kepala badan, kepala kantor dan direktur rumah sakit umum yang diangkat oleh bupati/walikota atas usul sekretaris daerah.
Contoh lembaga teknis daerah :

· Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 

· Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

· Badan Pertanahan Nasional

· Dll

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Satpol PP merupakan perangkat pemerintahan daerah kabupaten/kota yang bertugas memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat serta penegak peraturan daerah

	7 dan 32
	Lembaga – lembaga Negara
Secara garis besar ada tiga lembaga Negara di Indonesia yaitu :

Lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif

Lembaga eksekutif bertugas melaksanakan undang-undang yaitu kekuasaan menjalankan pemerintahan Negara. Kekuasaan ini dipegang oleh presiden dibantu wakil presiden dan menteri-menteri.
Lembaga legislatif bertugas membuat undang-undang. Lembaga legislatif di Indonesia adalah DPR, MPR, dan DPD.

Lembaga yudikatif bertugas untuk mengadili pelanggaran terhadap undang-undang . Lembaga – lembaga yudikatif yaitu MA, MK, dan KY.

Sesuai dengan hasil amandemen(perubahan) UUD 1945, lembaga-lembaga Negara pemerintahan pusat adalah MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, MK, dan KY. 

1. MPR

Tugas MPR yaitu : 

· mengubah dan menetapkan UUD

· Melantik presiden dan/atau wakil presiden

· Memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD
2. DPR

Tugas DPR yaitu membentuk UU, membahas rancangan undang-undang (RUU) bersama presiden, dan membahas Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) bersama presiden.

Fungsi DPR antara lain :

a. Fungsi legislasi berkaitan dengan wewenang DPR dalam pembentukan undang-undang

b. Fungsi anggaran berkaitan dengan wewenang DPR menyusun dan menetapkan APBN bersama presiden. 

c. Fungsi pengawasan dengan wewenang DPR untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah
Hak DPR ada 6 yaitu :

a. Hak interpelasi, yaitu hak DPR untuk meminta keterangan kepada presiden

b. Hak angket, yaitu hak DPR untuk mengadakan penyelidikan atas suatu kebijakan presiden/pemerintah.

c. Hak petisi, yaitu hak mengjuksn pertanyaan, menyampaikan usul, dan pendapat yang diambil pemerintah/presiden.
d. Hak imunitas, yaitu hak anggota DPR untuk tidak dituntut di pengadilan karena pernyataan/pendapat yang disampaikan dalam rapat
e. Hak inisiatif, yaitu hak mengajukan usul RUU

f. Hak budget, yaitu hak DPR untuk mengajukan rancangan anggaran.

3. DPD

DPD adalah lembaga tinggi Negara yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap propinsi. DPD memiliki tugas antara lain :

a. Mengajukan RUU kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah

b. Ikut membahas UU yang berkaitan dengan otonomi daerah

c. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN, pajak, pendidikan, dan agama

d. Dapat mengawasi pelaksanaan UU yang berkaitan dengan otonomi daerah

4. Presiden

Presiden mempunyai kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945. Presiden mempunyai legislasi bersama DPR, yaiotu membentuk UU, menetapkan peraturan pemerintah sebagi pengganti UU bila keadaan memaksa, dan menetapkan peraturan pemerintah untuk melaksanakan UU
Presiden mempunyai wewenang antara lain :

a. Memberi grasi yaitu pengurangan masa hukuman bagi narapidana dengan memperhatikan pertimbangan MA

b. Memberi amnesti yaitu pengampunan kepada orang yang telah dijatuhi hukuman

c. Memberikan abolisi yaitu penghapusan suatu tuntutan pidana

d. Memberikan rehabilitasi yaitu pemulihan nama baik seseorang

e. Menetapkan hakim konstitusi dari calon yang diusulkan presiden, DPR, dan MA

f. Mengangkat duta dan konsul dengan memperhatikan pertmbangan DPR

g. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri

5. BPK

BPK bertugas memeriksa tanggung jawab keuangan Negara

Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan pertimbangan DPD dan disahkan oleh presiden
6. Mahkamah Agung (MA)
Tugasnya adalah mengawasi jalannya UU dan m emberi sangsi terhadap segala pelanggaran terhadap UU.
7. Mahkamah Konstitusi (MK)
MK berfungsi menegakkan keadilan UUD 1945 di tengah kehidupan masyarakat dan bertugas mendorong serta menjamin agar UUD dihormati dan dilaksanakan oleh semua pihak.
MK berwenang untuk :

a. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD
b. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD

c. Memutuskan pembubaran partai politik

d. Memutuskan perselisihan hasil pemilu

8. Komisi Yudisial (KY)
KY berfungsi mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon hakim agung. 
KY berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, menjaga, dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

	8
	Mengenal NKRI

Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. 

Sebuah negara harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Wilayah

Wilayah negara adalah daerah yang menunjuk batas-batas kedaulatan suatu negara yang meliputi daratan, lautan, dan udara.

2. Rakyat

Rakyat adalah semua orang yang berada dalam suatu negara atau menjadi penghuni negara.
3. Pemerintah yang berdaulat

Pemerintah yang berdaulat artinya pemerintah yang memiliki kekuasaan untuk mengatur rakyat dan menjalankan negara.
4. Pengakuan negara lain

Pengakuan negara lain adalah diakui oleh negara lain sebagai negara yang berdaulat.
Menurut bentuknya, negara dibedakan atas negara kesatuan dan negara serikat.

Negara kesatuan adalah negara yang kedaulatannya berada di satu pemerintahan pusat untuk mengatur seluruh wilayah negara.

Negara serikat adalah negara yang terdiri atas beberapa bagian.
· Indonesia  sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik

Negara indonesia secara hukum mulai berdiri sejak dikumandangkannya teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Ir.Soekarno – Drs.Mohammad Hatta atas nama bangsa indonesia.maka sejak saat itu  Indonesia memiliki hak penuh menyusun pemerintahannya sendiri.

Menurut UUD 1945 pasal 1 ayat 1 : “ negara indonesia adalah negara kesatuan, yang berbentuk republik.” Negara republik adalah negara yang dipimpin oleh seorang presiden. Presiden diangkat sebagai kepala negara dari dan oleh rakyat untuk suatu masa jabatan tertentu.

· Indonesia sebagai negara kepulauan

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau kurang lebih 17.504 sehingga disebut negara kepulauan. Luas wilayah indonesia mencapai 5.194.413 km2 yang terdiri atas daratan 1.904.413 km2 dan perairan 3.290.000 km2
· Batas-batas wilayah negara kesatuan republik indonesia

Secara geografis wilayah indonesia terletak diantara dua benua, yaitu benua asia dan benua australia dan diapit oleh dua samudra, yaitu samudra hindia dan samudra pasifik.

Secara astronomis, indonesia terletak diantara 60 LU-110LS dan  950BT-1410BT. 

Batas-batas wilayah Indonesia antara lain sebagai berikut :
a. Batas wilayah daratan 

Indonesia berbatasan darat dengan negara lain yaitu Kalimantan Barat dengan Serawak (Malaysia Timur), Papua bagian timur dengan Papua Nugini, dan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste.

b. Batas wilayah lautan

Wilayah laut Indonesia berbatasan dengan beberapa negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, India, Papua Nugini, Timor Leste, dan Australia

c. Batas wilayah udara

Dalam forum internasional belum ada batas wilayah udara suatu negara. Namun Indonesia menyataan bahwa kekuasaan dirgantara terdiri atas ruang udara dari antariksa Geo Stationer (GSO) yang jaraknya kurang lebih 35.786 km di atas permukaan laut.
>>>SEJARAH NKRI
Republik Indonesia disingkat RI atau Indonesia adalah negara di Asia Tenggara, yang dilintasi garis khatulistiwa, berada di antara benua Asia dan Australia  serta antara Samudra Pasifik  danSamudra Hindia.
Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia, meskipun secara resmi bukanlah Negara Islam.

Bentuk pemerintahan Indonesia adalah Republik, dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden yang dipilih langsung. Ibukota negara ialah Jakarta.

Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa dan agama yang berbeda. Suku Jawa adalah grup etnis terbesar dan secara politis paling dominan. Semboyan nasional Indonesia, “Bhineka Tunggal IKa” (“Berbeda-beda tetapi tetap satu”), berarti keberagaman yang membentuk negara. Selain memiliki populasi padat dan wilayah yang luas, Indonesia memiliki wilayah alam yang mendukung tingkat keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia.

Pada Maret 1945 Jepang membentuk sebuah komite untuk kemerdekaan Indonesia. Setelah perang pasifik berakhir pada tahun 1945, di bawah tekanan organisasi pemuda, Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah kemerdekaan, tiga pendiri bangsa yakni Soekarno, Mohammad Hatta, dan Sutan Sjahrir masing-masing menjabat sebagai presiden, wakil presiden, dan perdana menteri. Dalam usaha untuk menguasai kembali Indonesia, Belanda mengirimkan pasukan mereka.
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	Alat alat pemersatu bangsa dan negara NKRI
a. Lambang negara
     Garuda adalah burung khas Indonesia yang dijadikan lambang negara. Pasal 36A UUD 1945 menegaskan bahwa lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
b. Semboyan negara
Pasal 36A UUD RI Tahun1945 berbunyi: “... semboyan Bhinneka Tunggal Ika”, artinya kata-kata itu dijadikan semboyan negara. Bhinneka

Tunggal Ika artinya berbeda-beda, tetapi tetap satu. Ini menunjukkan kenyataan bahwa bangsa kita heterogen, namun tetap berkeinginan untuk menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia.

c. Bahasa Indonesia

Berawal dari rumpun bahasa Melayu, Bahasa Indonesia dipergunakan sebagai bahasa pergaulan yang kemudian diangkat sebagai bahasa persatuan pada tanggal 28 Oktober 1928. Hal itu ditegaskan lagi dalam Pasal 36 UUD RI Tahun 1945 yang berbunyi: “... bahasa negara adalah Bahasa Indonesia”.
d. Bendera negara
Bendera negara Indonesia ialah Sang Merah Putih sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 UUD 1945. Warna merah berarti berani dan putih

berarti suci. Lambang merah putih ini sudah dikenal sejak zaman purba sebagai bentuk penghormatan kepada matahari dan bulan, kemudian  menjadi lambang keagungan, kesaktian, dan kejayaan. Pada masa Kerajaan Majapahit, merah putih telah dijadikan panji negara. Penggunaan lambang ini pun dilanjutkan ketika bangsa Indonesia membentuk sebuah negara kesatuan.
e. Lagu kebangsaan Indonesia Raya
Pasal 36B UUD RI Tahun 1945 berbunyi: “Lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya”. Lagu yang pertama kali dikumandangkan pada tanggal 28
Oktober 1928 dalam forum Kongres Pemuda yang melahirkan Sumpah Pemuda ini kemudian diangkat menjadi lagu kebangsaan negara.
f. Konsepsi Wawasan Nusantara
Cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan memiliki nilai strategis dengan mengutamakan   persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional merupakan pengertian dari wawasan nusantara. Nusantara (archipelagic) dipahami sebagai konsep kewilayahan nasional dengan penekanan bahwa wilayah negara Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang dihubungkan oleh laut. Laut yang menghubungkan dan mempersatukan pulau pulau yang tersebar di seantero khatulistiwa. Adapun Wawasan Nusantara adalah konsep politik bangsa Indonesia yang memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, meliputi tanah (darat), air (laut) termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya, dan udara di atasnya secara tidak terpisahkan yang menyatukan bangsa dan negara secara utuh menyeluruh mencakup segenap bidang kehidupan nasional yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Wawasan Nusantara sebagai konsepsi politik dan kenegaraan yang merupakan manifestasi pemikiran politik bangsa Indonesia telah ditegaskan dalam GBHN dengan Tap. MPR No. IV tahun 1973. Penetapan ini merupakan tahapan akhir perkembangan konsepsi negara kepulauan yang telah diperjuangkan sejak Dekrarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957.
g.   Kebudayaan daerah yang telah diterima sebaga kebudayaan nasional
Berbagai kebudayaan yang berasal dari berbagai macam suku bangsa di Indonesia yang memiliki cita rasa tinggi, dapat dinikmati, dan diterima oleh masyarakat luas merupakan suatu kebanggaan bangsa atas kebudayaan nasional. Sebagai contoh adalah batik yang merupakan warisan budaya nenek moyang kita. Setiap suku bangsa di Indonesia mempunyai kesenian batik dengan ciri khasnya masing-masing. Batik kini sudah diakui sebagai Warisan Dunia oleh UNESCO (2 Oktober 2009).
h.   Dasar falsafah
Pancasila merupakan dasar falsafah negara Indonesia. Hal tersebut tercantum dalam Pembukaan UUD RI Tahun 1945 alinea IV yang berisi lima nilai dasar. Lima nilai dasar itulah yang dijadikan sebagai dasar falsafah dan ideologi dari negara Indonesia.
i.    Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia
Bentuk negara adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahan adalah republik. Hal ini berdasarkan Pasal I ayat 1 yang berbunyi: “Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik”. Sistem politik yang digunakan adalah sistem demokrasi (kedaulatan rakyat).
j.    Konstitusi (Hukum Dasar) Negara
Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi negara. Dalam tata urutan perundangan, UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang menduduki tingkatan tertinggi dan dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan bernegara. Kedudukan UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.
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	Kegiatan sekolah yang mencerminkan keutuhan NKRI antara lain :
1. Cinta Tanah Air
Wujud cinta tanah air antara lain :

a. Mempelajarai sejarah bangsa agar kita semakin menghargai jasa para pahlawan

b. Belajar dengan tekun agar kita banyak mendapat ilmu pengetahuan

c. Menggunakn produk dalam negeri seperti sepatu, pakaian, dan barang alinnya

d. Tidak membuang sampah disembarang tempat

e. Mencintai budaya sendiri seperti tarian dan lagu daerah

2. Menjaga persatuan dan kesatuan

a. Hidup rukun dengan teman yang berbeda agama, ras, suku, dan daerah
b. Tidak mementingkan diri sendiri dan mau berbagi dengan teman yang lain

c. Mau menolong teman yang membutuhkan bantuan
3. Rela berkorban

a. Di lingkungan keluarga misalnya dengan saling tolong menolong secara ikhlas antara anggota keluarga
b. Di lingkungan sekolah misalnya membantu teman yang terkena musibah dengan mengumpulkan bantuan dana dan barang

c. Di lingkungan masyarakat misalnya dengan ikut kerja bhakti membersihkan lingkungan

d. Di lingkungan bangsa dan negara misalnya dengan membayar pajak, merelakan sebagian tanahnya untuk pembangunan irigasi/jalan dengan memperoleh penggantian yang layak.

Ancaman terhadap keutuhan NKRI

1. Ancaman dari dalam

a. Perpecahan di tengah masyarakat seperti perkelahian antar remaja, antar kampung, antar suku, bahkan konflik antar umat beragama. Perpecahan tersebut sangat merugikan semua pihak dan mengancam keutuhan bangsa. 
b. Munculnya gerakan separatis atau gerakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI seperti provinsi Timor Leste yang telah menjadi negara sendiri sejak tahun 2002. Selain itu ada juga Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ingin mendirikan negara Aceh terlepas dari NKRI.

2. Ancaman dari luar

Ancaman dari luar berasal dari negara asing yang ingin menguasai sumber daya alam dan budaya Indonesia, Misalnya lepasnya pulau tak berpenghuni yaitu Pulau Sipadan dan Ligitan ke tangan Malaysia melalui keputusan Mahkamah Internasional tahun 2002.



	12, 13 dan 14
	Peraturan adalah petunjuk tentang tingkah laku yang bertujuan untuk mengatur masyarakat

Peraturan perundang – Undangan adalah aturan-aturan secara tertulis yang bersifat tertulis yang bersifat mengatur dan dibuat oleh pihak yang berwenang (aparatur Negara). Sumber hukum terdiri atas sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Sumber hukum tertulis adalah hukum yang dicantumkan didalam berbagai peraturan Negara. Sumber hukum tidak tertulis yaitu hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat, tetapi tidak tertulis seperti hokum adat atau hokum kebiasaan. 
Sumber dari segala sumber hokum di Indonesia adalah Pancasila dan Batang Tubuh UUD 1945
Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam UU No. 12 tahun 2011. Berikut tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia :

a. UUD 1945

UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi karena merupakan hukum dasar tertulis, memuat dasar dan garis besar hokum dalam penyelenggaraan negara 
b. Ketetapan (Tap) MPR

Ketetapan MPR merupakan bentuk putusan MPR yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan
c. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Penggati Undang-Undang (UU/Perpu)
Undang-undang adalah peraturan perundang – Undangan yang dibentuk ole DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Peraturan Pemerintah Penggati Undang-Undang adalah peraturan perundang – Undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal kegentingan yang memaksa.
d. Peraturan Pemerintah (PP)
Dibuat oleh pemerintah untuk melaksanakan perintah UU. Peraturan ini tidak boleh bertentangan dengan tata urutan perundang-undangan
e. Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan presiden bersifat mengatur dibuat oleh presiden untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berupa pengaturan pelaksanaan administrasi Negara dan pemerintahan
f. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)
Peraturan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota)
Peraturan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten/kota dengan persetujuan bersama bupati/walikota

Peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri dari peraturan perundang – undangan tingkat pusat dan daerah. Perundang – undangan tingkat pusat adalah UUD 1945, UU/Perpu, PP, dan Perpres. perundang – undangan tingkat daerah adalah peraturan daerah provinsi dan kabupaten/kota.
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	Manfaat peraturan perundang-undangan :
1. Untuk menjamin keamanan dan ketertiban dalam masyarakat
2. Untuk menciptakan keamanan dan keselamatan di jalan (peraturan lalu lintas)

3. Untuk menambah devisa Negara, sehingga pembangunan bisa berjalan dengan lancar

4. Untuk menjamin kelangsungan pendidikan yang harus diperoleh oleh seluruh rakyat Indonesia

	16
	Organisasi adalah perkumpulan yang anggotanya terdiri atas beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama.
Kebebasan berorganisasi diatur dalam UUD 1945 pasal 28 E ayat 3 yaitu, “ Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat “.
Ciri-ciri organisasi adalah :

1. Memiliki tujuan yang jelas

2. Kegiatannya terarah

3. Memiliki seorang pemimpin dan pengurus

4. Memiliki anggota

5. Memiliki stempel dan lambang khusus

Secara garis besar organisasi dibagi menjadi dua yaitu organisasi pemerintah dan non pemerintah.

Organisasi pemerintah adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah yang berupa lembaga pemerintah atau departemen, kantoe dan badan.
Contoh organisasi pemerintah adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor catatan sipil, Badan Urusan Logistik (BULOG), BUMN, dan lain-lain.

Organisasi non pemerintah adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat.

Contoh organisasi non pemerintah adalah organisasi ekonomi (koperasi, perusahaan, CV, UD, KUD), organisasi sosial (yayasan yatim piatu, dan lembaga pendidikan), organisasi seni dan budaya, organisai olahraga (PSSI, PERCASI, PERBASI), organisasi politik (PKB, Golkar, Nasdem, PDIP, dll), organisasi profesi (IDI, PGRI, IGI, PWRI)

Contoh organisasi di lingkungan sekolah antara lain : Organisasi sekolah, Organisasi Komite Sekolah, Koperasi Guru, Koperasi Siswa, Organisasi kesenian, Organisasi Olahraga, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Pramuka, Palang Merah Remaja (PMR), Organisasi Kelas, Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra)
Contoh organisasi di lingkungan desa/kecamatan antara lain : Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu), Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat), PKK, Karang Taruna, Organisasi Profesi, Kelompok kesenian, Kelompok keagamaan, Kelompok Olahraga, Kelompok Arisan, Ikatan keluarga, Ikatan Kesukuan, dan lain-lain
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	Manfaat Berorganisasi antara lain :
1. Menambah teman
2. Meraih prestasi

3. Melatih kedisiplinan

4. Menjaga kerukunan

5. Menambah wawasan dan pengalaman

6. Belajar Penegelolaan

7. Melestarikan budaya

8. Menumbuhkan kepedulian sosial

9. Meningkatkan kesejahteraan diri/orang lain

	18
	Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih organisasi :
1. Pengurus organisasi mempunyai amanah yang baik

2. Organisasi tersebut mempunyai tujuan untuk kebaikan bersama

3. Kegiatan terarah dan terprogram dengan baik



	19
	Sikap yang harus dikembangkangkan dalam melaksanakan hasil keputusan antara lain :
1. Melaksanakan hasil musyawarah dengan lapang dada

2. Menerima keputusan musyawarah
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	Sikap yang harus dikembangkangkan dalam proses musyawarah antara lain :
1. Tidak memaksakan kehendak

2. Menghargai pendapat orang lain

3. Memberikan kesempatan orang lain untuk menyampaikan pendapatnya

4. Hasil musyawarah harus mengutamakan kepentingan bersama dan kebaikan bersama



	21
	Tokoh-tokoh yang berperan dalam perumusan dasar negara adalah M. Yamin, Mr. Soepomo, Ir. Soekarno
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	Rumusan dasar negara yang disampaikan oleh M. Yamin adalah :
· Peri kebangsaan

· Peri kerakyatan

· Peri kemanusiaan

· Kesejahteraan rakyat

· Peri ketuhanan

Rumusan dasar negara yang disampaikan oleh Mr. Soepomo adalah :

· Persatuan
· Kekeluargaan
· Keseimbangan lahir bathin

· Musyawarah

· Keadilan rakyat

Rumusan dasar negara yang disampaikan oleh Ir. Soekarno adalah :

· Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia

· Internasionalisme atau peri kemanusiaan

· Mufakat atau demokrasi

· Kesejahteraan sosial

· Ketuhanan yang berkebudayaan


	23
	M. Yamin menyampaikan rumusan dasar negara pada tanggal 29 Mei 1945
Mr. Soepomo menyampaikan rumusan dasar negara pada tanggal 31 Mei 1945

Ir. Soekarno menyampaikan rumusan dasar negara pada tanggal 1 juni 1945
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	Gambar 3 tokoh perumus dasar negara
[image: image17.png]



      M. Yamin                         Mr. Soepomo                   Ir. Soekarno              
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	9 anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yaitu :
1) Ir. Soekarno        3) K.H. Wahid Hasyim            5) A.A. Maramis                           7) H. Agus Salim            9) M. Yamin
2) M. Hatta             4)  Kahar Muzakir                    6) Abikusno Tjokrosuyoso            8) Ahmad Subarjo
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	Rumusan dasar negara berdasarkan Piagam Jakarta 
1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

3. Persatuan Indonesia

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Rumusan dasar negara berdasarkan pembukaan UUD 1945 alenia keempat (perubahan dari piagam Jakarta) 

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

3. Persatuan Indonesia

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Perbedaan kedua rumusan dasar negara terletak pada sila kesatu dan keempat
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	Gambar lambang Pancasila
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	Nilai kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila
1. Menghargai pendapat orang lain/tidak memaksakan pendapat
2. Menerima keputusan bersama

Semua keputusan yang dihasilkan, harus kita terima walaupun tidak sesuai dengan pendapat kita, karena hasil rapat adalah hasil musyawarah semua orang.
3. Melaksanakan keputusan bersama

Sebagai warga negara yang baik, kita harus melaksanakan hasil musyawarah dengan ikhlas dan lapang dada
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	Nilai juang tokoh-tokoh perumus Pancasila
1. Semangat persatuan dan Kesatuan

Contoh perilaku yang menggambarkan semangat persatuan dan kesatuan adalah :

· Gotong royong membersihkan kelas 

· Tidak membeda-bedakan teman dalam pergaulan

· Kerja bhakti membersihkan lingkungan masyarakat

2. Memperjuangkan hak asasi manusia

Contoh sikap menghargai hak asasi manusia adalah :

· Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain

· Memberi kesempatan kepada orang lain untuk menyampaikan pendapat

· Menghargai hak orang lain
3. Cinta tanah air

Contoh sikap cinta tanah air adalah :

· Mempelajari kebudayaan daerah

· Mencintai produk dalam negeri

· Berprestasi dalam kegiatan yang dapat mengharumkan nama bangsa

4. Mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi/golongan/kelompok
Contoh sikap yang mendahulukan kepentingan umum adalah :

· Berpartisipasi dalam kerja bhakti di lingkungan
· Menyiapkan sarana belajar sebelum pelajaran dimulai untuk kepentingan kelas

5. Jiwa kepahlawanan/rela berkorban tanpa pamrih

Contoh sikap kepahlawanan adalah :

· Membantu orang lain yang sedang mengalami kesulitan

· Berani menegur teman yang berbuat tidak baik

· Melerai teman yang berselisih



	30 dan 31
	Nama – nama presiden RI
1. Presiden Soekarno 



2. Syafruddin Prawiranegara (Ketua Pemerintahan Darurat RI/presiden sementara)



3. Mr. Assaat 


4. Presiden Soeharto


5. Presiden Prof. Dr. Ing. Bacharuddin Jusuf Habibie 


6. Presiden K. H. Abdurrahman Wahid

7. Presiden Megawati Soekarnoputri



8. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

9. Presiden Joko Widodo
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	Sistem pemerintahan di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Pemerintah pusat terdiri atas presiden, wakil presiden, dan menteri

Pemerintah daerah terdiri atas kepala daerah (gubernur, bupati/walikota) dan perangkat daerah

Tugas dan tanggungjawab pemerintah terhadap masyarakat adalah :

· Menjaga keamanan dan ketertiban
· Menyediakan sarana perumahan, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan komunikasi yang baik

· Memeratakan pembangunan

· Meningkatkan taraf  hidup

Tugas dan wewenang pemerintah pusat adalah mengurusi bidang politik luar negeri, bidang pertahanan, bidang keamanan, bidang peradilan, bidang moneter dan fiskal serta bidang agama
Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah diberi tugas dan wewenang yang luas untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya alam, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, kesetaraan, dan keadilan yang dilaksanakan dalam kerangka NKRI
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	Pemilihan umum (pemilu) diselenggarakan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dengan memilih anggota DPR, DPD, DPRD I, DPRD II, presiden, dan wakil presiden. Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Sepanjang sejarah Indonesia telah terjadi 11 kali pemilu, yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, dan 2014. 
Pemilu tahun 2004 adalah pemilu pertama kali yang memungkinkan rakyat memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. 
Lembaga penyelenggara pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Tugas dan kewenangan KPU 

Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut :

· Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;

· Menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum;

· Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS;

· Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan;

· Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II;

· Mengumpulkan dan mensistemasikan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum;

· Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.( menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye, dan pemungutan suara
Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) dilaksanakan untuk memilih pejabat pemimpin daerah di provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Calon kepala daerah diusulkan dari partai politik atau non partai (calon independen). 

Lembaga penyelenggara pilkada yang memilih secara langsung Gubernur dan wakil gubernur adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi (KPUD Provinsi)

Dasar hukum pelaksanaan pilkada secara langsung adalah :

1. UUD 1945 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”

2. UUD 1945 pasal 18 ayat 4 yang berbunyi “Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”
Lembaga penyelenggara pilkada yang memilih secara langsung bupati dan wakil bupati adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten (KPUD Kabupaten)



	35
	Unsur pemilu berdasar wilayah kerjanya :
1. Penyelenggara       Pemilu       adalah       lembaga       yang menyelenggarakan
Pemilu    yang    terdiri    atas    Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota
Dewan   Perwakilan   Rakyat,   Dewan   Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh  rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis.

2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
3. Komisi  Pemilihan  Umum  Provinsi,  selanjutnya  disingkat KPU Provinsi, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.

4. Komisi   Pemilihan   Umum   Kabupaten/Kota,   selanjutnya disingkat

KPU   Kabupaten/Kota,   adalah   Penyelenggara Pemilu
yang     bertugas     melaksanakan     Pemilu     di kabupaten/kota.

5. Panitia  Pemilihan  Kecamatan,  selanjutnya  disingkat  PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.
6. Panitia  Pemungutan  Suara,  selanjutnya  disingkat  PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat desa atau nama lain/kelurahan.

7. Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disingkat PPLN, adalah
panitia    yang    dibentuk    oleh    KPU    untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.

8. Kelompok  Penyelenggara  Pemungutan  Suara,  selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk
melaksanakan    pemungutan    suara   di   tempat pemungutan suara.

9. Kelompok  Penyelenggara  Pemungutan  Suara  Luar  Negeri, selanjutnya
disingkat   KPPSLN,   adalah   kelompok   yang dibentuk
oleh  PPLN  untuk  melaksanakan  pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri.

10. Tempat  Pemungutan  Suara,  selanjutnya  disingkat  TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
11. Tempat   Pemungutan   Suara   Luar   Negeri,   selanjutnya disingkat
TPSLN,     adalah     tempat     dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.
12. Badan  Pengawas  Pemilu,  selanjutnya  disingkat  Bawaslu, adalah
lembaga   penyelenggara   Pemilu   yang   bertugas mengawasi penyelenggaraan  Pemilu  di  seluruh  wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

13. Badan  Pengawas  Pemilu  Provinsi,  selanjutnya  disingkat Bawaslu Provinsi, adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang
bertugas   mengawasi   penyelenggaraan   Pemilu   di wilayah provinsi.

14. Panitia   Pengawas   Pemilu   Kabupaten/Kota,   selanjutnya disingkat Panwaslu Kabupaten/Kota,  adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

15. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disingkat Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu
Kabupaten/Kota   yang   bertugas   mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.

16. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh
Panwaslu   Kecamatan   yang   bertugas   mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.

17. Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.

18. Dewan   Kehormatan   Penyelenggara   Pemilu,   selanjutnya disingkat DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu.
Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) berpedoman pada asas:

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi; dan
12. efektivitas.


	36 dan 37
	Tahapan-tahapan pelaksanaan pemilu di Indonesia :
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	Tujuan dilaksanakan pemilu adalah untuk menyalurkan aspirasi rakyat dengan cara memilih anggota DPR RI, DPD, DPRD I (propinsi), DPRD II (kabupaten), presiden, dan wakil presiden.
Tujuan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) dilaksanakan untuk memilih pejabat pemimpin daerah di provinsi (gubernur dan wakil gubernur), kabupaten (bupati dan wakil bupati), dan kota (walikota dan wakil walikota) di Indonesia
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	Pemilu diselenggarakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
· Langsung artinya pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan
· Umum artinya pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara
· Bebas artinya pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun
· Rahasia artinya suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri
· Jujur artinya bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih
· Adil artinya perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu
Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu.
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	Latar belakang kerjasama dengan negara lain adalah :
· Adanya persamaan tujuan
· Adanya perasaan bahwa yang satu merupakan bagian dari yang lain

· Adanya pengakuan persamaan derajat, hak, dan kewajiban

· Adanya persamaan letak geografis

· Adanya persamaan nasib
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	Kerjasama dapat diartikan sebagai kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau beberapa pihak untuk mencapai tujuan bersama.
Macam-macam bentuk kerjasama yaitu :
1. Kerjasama bilateral. 

Kerjasama yang dilakukan antara dua negara. 

Contoh : kerjasama antara Indonesia dan Jepang

2. Kerjasama regional. 

Kerjasama yang dilakukan antara beberapa negara dalam satu kawasan. 

Contoh : ASEAN (perhimpunan negara-negara Asia tenggara), NATO (Pakta Pertahanan Atlantik Utara)

3. Kerjasama multilateral. 

Kerjasama yang dilakukan oleh lebih dari dua negara

Contoh : kerjasama antara Indonesia dengan Australia, China, dan Selandia Baru

4. Kerjasama Internasional

Kerjasama yang dilakukan oleh banyak negara di dunia.
Contoh : PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa)
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	Lima pendiri ASEAN yang menandatangani Deklarasi Bangkok tanggal 8 Agustus 1967 yaitu :
1. Adam Malik dari indonesia

2. Tun Abdul Razak dari Malaysia

3. S. Rajaratnam dari Singapura

4. Thanat Khoman dari Thailand

5. Narsisco Ramos dari Filipina
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	Kerjasama ASEAN antara lain :
1. Mendirikan proyek industri bersama yaitu :

a. Pabrik urea amonia di Indonesia 

b. Pabrik pupuk urea di Malaysia

c. Pabrik mesin Diesel di Singapura

d. Pabrik abu soda di Thailand

e. Pabrik super fosfat dan industri tembaga di Filipina 
f. Pabrik vaksin di Singapura

2. Mengadakan perjanjian ekstradisi(penyerahan pelarian yang tertangkap) antara negara-negara ASEAN

3. Tukar menukar misi kebudayaan dan kesenian

4. Mengadakan pesta olahraga Asia Tenggara (South East Asean Games) yang disingkat SEA GAMES. Penyelenggaraannya dua tahun sekali dan negara penyelenggaranya bergantian

5. Mengadakan kerjasama di bidang pariwisata

6. Mengadakan kerjasama dalam menangani perdagangan gelap narkoba
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	Tujuan didirikannya ASEAN adalah :
1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi

2. Memajukan kebudayaan

3. Mempererat persahabatan

4. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional

5. Meningkatkan kerjasama yang aktif dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi

6. Saling memberikan bantuan

7. Meningkatkan penggunaan pertanian, industri, perdagangan, jasa, dan taraf hidup

8. Memelihara kerjasama yang eratdan bermanfaat dengan organisasi-organisasi internasional dan regional
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	Lambang ASEAN
 Makna lambang ASEAN adalah sebagai berikut :

· Sepuluh ikat padi menunjukkan sepuluh anggota ASEAN yang bersatu dan bersahabat

· Warna mewakili setiap warna bendera anggota ASEAN

· Warna biru berarti perdamaian dan stabilitas

· Warna putih berarti kemurnian/keuletan

· Warna merah berarti semangat dan dinamis

· Warna kuning berati kemakmuran

· Bulatan berati kesatuan ASEAN
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	Gambar bendera kebangsaan negara ASEAN
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	Landasan politik luar negeri Indonesia 
1. Landasan Idiil : Pancasila

2. Landasan Konstitusional  : UUD 1945

Landasan Konstitusional politik luar negeri Indonesia terdapat dalam :

a. Pembukaan UUD 1945 alenia ke-1

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

b. Pembukaan UUD 1945 alenia ke-4

“ ... ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ... “

c. Batang Tubuh UUD 1945 pasal 11
“Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain “.

d. Batang Tubuh UUD 1945 pasal 13 
(1) Presiden mengangkat duta dan konsul.
(2) Presiden menerima duta negara lain.
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	Tujuan politik luar negeri Indonesia bebas dan aktif adalah :
a. Membentuk suatu masyarakat yang demokratis, adil, dan makmur dalam wadah NKRI

b. Mempertahankan kemerdekaan Indonesia
c. Membina persahabatan dan persaudaraan antara Indonesia dengan semua negara di dunia

d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia atas dasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial

e. Menjalin kerjasama dengan negara lain dalam upaya membangun bangsa di bidang ekonomi, sosial, dan budaya



	49
	Lima tokoh pemrakarsa Konferensi Asia Afrika (KAA)
1. Mr. Ali Satroamijoyo dari Indonesia

2. Sir John Kotelawala dari Srilanka

3. U Nu dari Birma

4. Sri Pandit Jawaharlal Nehru dari India

5. Mohammad Ali Jinnah dari Pakistan
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	Prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif dikemukakan pertama kali olehMohammad Hatta dalam keterangannya didepan badan pekerja KNIP pada
September 1948.Menurut Hatta, bebas artinya menentukan jalan sendiri, tidak terpengaruh oleh pihak manapun juga. Sedangkan aktif artinya menuju perdamaian dunia dan bersahabat dengan segala bangsa.
Sementara dalam pengertian scara universal maksudnya Bebas, artinya bahwa Indonesia tidakakan memihak salah satu blok kekuatan-kekuatan yang ada di dunia ini. Aktif, artinya Indonesiadalam menjalankan politik luar negerinya selalu aktif ikut menyelesaikan masalah-masalahinternasional. Misalnya, aktif memperjuangkan dan menghapuskan penjajahan serta menciptakan perdamaian dunia. Berdasarkan politik luar negeri bebas dan aktif, Indonesiamempunyai hak untuk menentukan arah, sikap, dan keinginannya sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Oleh karena itu, pengambilan keputusan kebijakan Indonesia tidak dapat dipengaruhi oleh kebijakan politik luar negeri negara lain
Bentuk dari hasil politik luar negeri bebas aktif Indonesia adalah :
1. Sebagai anggota PBB, Indonesia juga ikut serta dalam memelihara perdamaian dunia dengan mengirimkan pasukan garuda ke negara-negara konflik

2. Menjadi salahsatu pemrakarsa berdirinya ASEAN yang diresmikan di Bangkok, Thailand tanggal 8 Agustus 1967

3. Menjadi salahsatu pemrakarsa Konferensi Asia Afrika (KAA) yang diresmikan di Bandung, Bogor tanggal 18-24 April 1955

4. Menjadi salahsatu pemrakarsa Gerakan Non Blok (GNB) yang diresmikan di Beograd, Yugoslavia tanggal 1 September 1961

5. Menjadi ketua APEC periode 1994-1995. Organisasi ini berupaya menjalin kerjasama antarbangsa dalam bidang  ekonomi dan berupaya menciptakan perdamaian dunia. APEC dibentuk di Canberra, Australia pada bulan Nopember 1989.
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	Dampak positif globalisasi adalah :

1. Memberikan kemudahan bagi kita dalam berkomunikasi
2. Menyediakan akses yang mudah dan cepat sehingga bisa memperkaya informasi yang kita terima

3. Memacu motivasi untuk meningkatkan kreativitas

4. Memberikan kemudahan bagi orang-orang yang ingin meningkatkan kemampuan berbahasa asing dan komputer

5. Bisa meniru pola pikir yang baik dari negara lain seperti etos dan disiplin kerja yang tinggi, budaya antri, menghargai waktu, gemar membaca

6. Memberikan kemudahan untuk mendapatkan makanan cepat saji dan praktis
Dampak negatif globalisasi adalah :

1. Mudah terpengaruh oleh hal-hal atau budaya yang tidak sesuai dengan kebiasaan dan kebudayaan bangsa Indonesia
2. Menurunnya moral dan kepribadian bangsa karena meniru perilaku buruk budaya luar negeri

3. Memanfaatkan teknologi internet untuk hal-hal yang tidak baik

4. Perilaku menyimpang yang melanggar moralitas

5. Negara berkembang kalah bersaing dengan negara maju
Sikap yang tepat dalam menghadapi pengaruh globalisasi antara lain :
1. Mengambil manfaat positif sebanyak-banyaknya dan menghindari dampak negatif

2. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

3. Meningkatkan pemahaman wawasan nusantara

4. Menaati norma-norma yang berlaku

5. Belajar tekun 

6. Memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa

7. Menggunakan produk dalam negeri

8. Menggunakan waktu untuk kegiatan yang bermanfaat 

9. Bergaul dengan orang yang berakhlak baik dan tidak terpengaruh lingkungan buruk
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	Contoh budaya bangsa Indonesia yang sering ditampilkan diluar negeri adalah :
1. Tari Jatilan dan reog ponorogo yang ditampilkan di Festival Mudial Belanda 
2. Tim kesenian Bali menampilkan tari saman (Aceh), tari pakarena (Sulawesi) dan sejumlah tari Bali di Chili dan Peru

3. Tari kesenian Jaipong dan Rampak Gendang dalam festival International Babylon di Irak
4. Sendratari Ramayana (Bali) tampil dalam festival kebudayaan internasional di India

5. Permainan angklung berhasil membuat rekor dunia (Guiness World Recods) dengan pesrta multibangsa pada tanggal 9 Juli 2011 di Washington DC, Amerika Serikat. Rekor angklung berhasil dicetak dengan peserta mencapai 5.182 orang
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Posyandu adalah mengurusi kesehatan balita di desa.


Puskesmas adalah mengurusi kesehatan masyarakat di tingkat kecamatan.








Dalam kecamatan terdapat Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) yaitu :


Camat


Komandan Rayon Militer (Koramil)


Merupakan satuan komando kewilayahan TNI yang terletak di kecamatan. Koramil dipimpin oleh Danramil


Kepala Kepolisian


Kepolisian Sektor (Polsek) adalah satuan komando kewilayahan Kepolisian RI (Polri) di wilayah kecamatan. Polsek dipimpin oleh Kepala Polsek (Kapolsek)
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Menjadi presiden RI tanggal :


18 Agustus 1945 s/d 19 Desember 1948


13 Juli 1949 s/d 27 Desember 1949


15 Agustus 1950 s/d 22 Februari 1967





Menjadi presiden sementara mulai tanggal 19 Desember 1948 s/d 13 Juli 1949





Pemangku Sementara Jabatan Presiden RI mulai tanggal 27 Desember 1949 s/d 15 Agustus 1950





Menjadi presiden mulai tanggal  22 Februari 1967 s/d 21 Mei 1998 (32 tahun)





Menjadi presiden mulai tanggal  


21 Mei 1998 s/d 20 Oktober 1999





Menjadi presiden mulai tanggal  20 Oktober 1999 s/d 23 juli 2001





Menjadi presiden mulai tanggal  23 Juli 2001 s/d 20 Oktober 2004





Menjadi presiden mulai tanggal  20 Oktober 2004 s/d 20 Oktober 2009 dan 20 Oktober 2009 s/d sekarang





Pendaftaran pemilih





Penetapan peserta pemilih





Pemungutan suara





Penghitungan suara





Pelaporan jumlah suara





Akhiri setiap kegiatan dengan baca 


“ Alhamdulillaahirabbil ‘aalamiin“ agar hasilnya bisa memuaskan serta membawa manfaat dan barokah di dunia sampai akhirat. Aamiin.





Muallif : Ustadz Bahrul Ulum Al - Kuniry





Tips sukses :


Belajar yang rajin, mintalah bantuan belajar terhadap siapa saja yang mampu


Ibadah wajib jangan sampai ada yang ditinggalkan, bahkan lebih baik jika rutin sholat Dluha, sholat tahajjud, puasa sunnah, shodaqoh, dll.


Jangan lupa mintalah ma’af dan do’a terhadap kedua orang tua dan guru, agar Alloh SWT memberi kemudahan kepada kita jadi orang sukses dunia akhirat.








Menjadi presiden mulai 2014 s.d 2019
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